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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Ditinjau dari tahapan prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Desa
Pa’Kemut Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan yang telah dilaksanakan
telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan pengadan
tanah beserta pentunjuk teknisnya, namun dalam proses ganti kerugian
pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk dalam bentuk uang tidak
sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap bekas pemegang hak
atas tanah yang terkena pengadaan tanah karena ganti kerugian tidak sesuai
dan merugikan pihak yang terkena dampak, diakibatkan para penyelenggara
pengadaan tanah tidak memberikan sepenuhnya kepada pihak pemegang hak

atas tanah.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada panita
pengadaan tanah pembangunan waduk di Desa Pa’ Kemut bahwa dalam hal
menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian harus berdasarkan
musyawarah karena pemegang hak atas tanah mempunyai hak untuk memilih
bentuk ganti kerugian uang dan waktu pelaksanaan pemberian ganti kerugian
secara pasti sehingga dapat diketahui oleh pemegang hak atas tanah yang tanah

nya akan digunakan dalam pengadaan tanah.
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